BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN DALAM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang ;@
b.
MI_-IIG:IIGI’I‘ : 1
2,

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Neger
Nomor 130 Tabun 2018 tentang Kegialan
Pembangunan Sarana dun Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di  Kelurahan, perla
menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakal di  Kelurahan dalam
Kabupaten ITulu Sungai Ulara,

bahwn berdusurkan pertimbangan  scbagaumana
dimaksud dalam horaf »,  perlu menetapkan
Peraturan Dupati tentang Pedoman  Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Proasarana
Kelurahan  dan Pembercdayaan Masyarakal di
Kelurahan dalam Kabupaten Hulu Sungai Ulara;

Undang Undang Nomor 237 Tahun 1050 tentang
Penetapan Undang undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1T di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 2756) sebagai Undang-Undang
(Llembaran Neguru Republk Indoncsia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesin Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 4386) ;
Undang-lindang Nomor 1 Tahun 2004 (lentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 4353);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemcrikaaan Pengelolaan  dan Tanggung Jawab
Keuanpan Negara (Lembaran  Negura  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 4400);
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenlang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusan dan
Pemerintah Dacrah  (Lembaran Negara Republile
Indonesia Tahun 2001 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesiu Nomor 4438);
Undung Undang Nomor 23 Tahun 20141 lenlang
Pemenniahan Dueruh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesiu Nomor H587),
sebagunimana diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (entang
Perubahan Kedus atns Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerininhan Daerali (Lembaran
Negara Republik Indoncsia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran WNepara Republik Indonesiu
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerju Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang,
Pengelolnan Keuangan Negara/Dacrah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 834,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738),

Peraluran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negarn
Republik  Indonesia  Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Harang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Ncgara Republile Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia

Nomor 5033);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan  Pengawasan  Penyclenggaraan
Pemerintahan Dacrah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor ©041);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Penpelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negura Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan DPresiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Penpndaan  Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negnra Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
Peratuiran Menteri Dalom Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keusngan
Dacrah, schagaimana telah beberapa kali diubah
(crakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Neperi
Nomar 21 Tahun 201 | tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri alam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangun Duaerali
(Rerita Nepara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
210);

Peraturan Menieri Dalam Neperi Nomor 19 Tahun
2016 tentang I'edoman DPengelolaan Barang Milil
Daerah (3erita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun
2018 lenlang Keglatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberayaan Masyarakat cli
Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor [39);

Peraturan Dacrah Kabupaten Hulu Sungai Utarn
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Peranpgkat Daerah (Lembaran Kabupalen
Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);

Peraturan Bupali Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun

2017 lentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
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Perangkat Dacrah (Lembaran Kubupaten Hulu Sungal
Utara Tahun 2017 Nomaor H2);

Memperhatikan : Surat Edurun Menteri Dalam Negeti Nomor 116/26941 /3.

tanggal 27 Mauet 2019 Petunjuk Pelaksanaan Peruturan
Menferi Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
dan Pemberayaan Masyarakat di Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menctlapkan © PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBAN(IIINAN SARANA DAN
PRASARANA KELURAITAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN DALAM KADUTATEN
[IULU SUNGAI UTARA

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati in1 yang dimaksud dengan -

9

Daernh adalah Kabhupaten Hiolo Sunpai Utara.,

Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Bupat adalah Bupali Hulu S8ungai Ulara.

Perangkal Dacrah adalah unsor pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Ralkyat Doernh dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari Dacrah Kabupaten yang dipimpin
oleh Camat.

Kelurahan  adalah hagian wilayah dari Kecamatan sebagal perangkat
Kecamatan,

Kegiatan adalah bagian darl program yang dilalesanalcan oleh satu atan lehih

unit kerja pada Perangkat Daerah scbagal bagian dari pencapaian sasaran
jerulkur pada suatu program dan terdiri dari sckumpulan tindakan

pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebul sebagai masukan (input)

untuk menghasilkan keluaran (oufpud) dalam bentuk barang/jasa.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang selanjutnya disingkat APDD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintuhan duerah yang dibahas dan
diselujui bersama olch Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjulnya disingkat DAU Tambahan

adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Dacrah Kabupaten untuk
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kegiatan pembangunan sarana dan  prasarana Kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
Pemberdayaan  masyarukal adalab  proses  pembangunan dimani
masyarakat berinisiatif untuk memula proses kegiatan sosial untuk
memperbaiki situnsi dan kondisi dirinya.

. Lembaga Pemberdayaan Masynrakol Kelurahan yang sclanjutnya disingliut

I.PM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyaralkal
sebagai Pemerintah  Kelurnhun dalam  menampung  dan mewujudkan
aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

. Pembangunan sarana prasarana lingkungan  kelurahan  adalah

pembangunan fisik dengan kontruksi sederhana di lingkup kelurahan
dengan berpedoman pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan
sesuai dengan skala prioritas.

Pengelolaan keuunpan daernh adalah kescluruhan kegiatan yang meliputi
percncanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, perlanggung-
jnwaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Hendahara Umum Dacrah yang aclanjutrnya disingkal BUD adalah Pejabuat
Penpelols Keunngan Doeroh yang bertindak dalam  kapasitas  scbugul
bendahara umum daerah

. Kunsu BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanalan sebogion

tugas BUI.

. Pengguna Anguaran yany selanjutnya disingkat PA adalah pcjabat pemegang

kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi Peranpgkat Daerah yang dipimpinnya.

Kunsn Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejubul
yvang dibeni kuasa untuk melaksanakan sehapian kewenangan PA dalam
melaksanakan scbagan (ugas dan fungsinys.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan /
atau melakukan  tindaln  yang doepat  mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

Pejabat Peluksuwnn Telais Kegiatan yang selanjutnya disingkat PITK adalah
pejabat pada unit kerja Perangkal Ducrah yung melwdwonuluan 1 (satu) atan
beberapa kegiatan dari suatu program scsuai dengan bidang tugasnya.
Bendahara Pengelusnan adedaly pejabat fungsional yang dininjuk menerima,
menyimpan, membuyurkan,  menataueahoalian, dan  mempertanggung-
jawabkan uang untuk keperluan belanja Dacrah dalam rangka pelaksansean
APBD pada Perangkal Daerah.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang seclanjutnya
disingkat Musrenbang Kelurahan adalah musyawarah perencanaan
pembangunan di tingkat kelurahan untuk mendiakusikan masalah yang
dihadapi masyarakat dan memutuskan prioritas untuk pembanguian
jangka pendek.

.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokuwmen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas
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pelaksanaan kegiatan/bendahara  pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

SPP Langsung yang sclunjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang
dinjukan olch DBendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran
langaung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kantrak kerja alau surat
perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, pencrima,
peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan
oleh PFIK.

Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkal RKA adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja program, dan kegiutan serla rencana pembiayaan sebagai
dasar penyusunan APBD,

. Dolcumen Pelaksanaan Anggaran yang sclanjutnya disingkul DPA adalah

dokumen yung memual pendapatan dan belanja yang digunakan schagai
dasar pelaksanaan olch PA/KDPA,

3. Surar Perintah Membayar yang sclanjulnys disingkul 3PM adalah dokumen

vang digunakan / dilerhitkan oleh PA/KPA untuk pencrbitan Surat Perintah
Pencairan Dana atas beban pengelunran DPA SKPL.

Surat Perintah Pencuiran Duna yang selanjutnya disingkat SP20D adalah
dokumen yang digunakan scbagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh BUD berdasarkan SPM.

Sural Permintaan Pembaywrnn yang selnnpuinya disingkat 3PP adalah
dokumecn yang diterbitkan oleh pejabat ynng bertonggunguawab  alas
pelaksanaan Kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk  mengajukan
permintaan pembayaran,

 Bural Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya

disingkar SPP-GU  adalah  dokumen  yang  dinjuksan oleh bendualha
penecluaran untuk permintaan pengganti uang persedinan yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung.

Surat Permntaan Pembayaran  Tambahan Uang  Porsadiaan yang
gelanjutnya  disingksat 8PP-TU  adalah  dokumen yang digjulan  oleh
bendahara pengeluaran untuk permintaan tamhbsahan vang persedisan guns
melaksanakan Kegiatan SKI'D yang bersifal mendesak dan tidak dapat
digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persodiaan,

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran vang selanjutnya disingkat SiLPA adalah
sclisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah scbagai pedoman dan
pneunn dalam penerapan dan pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan,
penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban serta pembinaan

dan pengawasan lcrhadap Pcdoman Pclaksanaan Kegiatan Pembangunan
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Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan dalam Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dalam Kabupaten
IMTulu Sungai Utara dapat berjalan dengan tertib dan akuntalel hendasarkan
ketentuan dan peraturan perundang-undanga.

BAB 111
PENGANGGARAN DAN ALOKASI DANA KELURAHAN

Pasal 3
Pemerintah  Daerah  mengalokasikan anggaran dalam APBD  untuk
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud puds ayal (1) dimasukkan ke
dalam anggaran Kecamatan pada bagian angguran Kelurahan untuk
dimanfaalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
Angparan kegiotan Pembangunan Sarana dan DPrasarana Kelurahan dun
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) dialokasikan paling sedikit sebesar dana desa lerendahy yang
diterima oleh desa, ditambah DAU Tambahan yang ditetaplean sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desaran dana masing-masing Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan
Bupali.
BAB IV
KEGIATAN
Pasal 5

Peraturan Bupali ini mengalur kegiatan

a.
b.

(1)

(2)

Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
I’emberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Pasal 6

Kegintan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 hural o dugunokan untuk membiayai pelayanan
sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup
masyarakat.

Keglatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana
dimuaksud pada ayat (1) melipot

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana

dan prasarana lingkungan pemukiman,
b. Penguduun, pembungunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana

dan prasarana transportasi,
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c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemelihoroon sarana
dan prasarana keschatan; dan / atau,

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana
dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Pelaksanaan kegiatan pembanpunan sarana dan prasarana Kelurahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal & huruf a dibatasi hanya untuk sarana

dan prasarana scsuai dengan pelimpahan kewecnangan Bupati kepada

Camal.

Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana

dimalsud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, b, ¢, dan d melibatkan tennga

kerja darl masyarakal sclempat dan diutamakan masyarakal kategori

miskin dan/atau pcngangguran.

Pasal 7
Penpgadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dunaksud dalam pasal ©
ayat (2) huruf a, meliputi :
a. Jaringan air minum;
bh. Drainase dan selokan;
¢, Sarana pengumpulan dan pengelolaan sampah;
d. Sumur resapan;

Jaringan pengelolaan air limbah domestik gkala pemukiman,

a

Alnl pemodom npi ringnn;
Pompa kebakaran portabel;

. Penerangan lingkungan pemukiman;
Pintu gerbang jalan lingkungan atau gang;

| o

j. Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan / atau

k. Sarana prasdarana hingkunpan pemukinan lannys,
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemelibaraan sarana dan
prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) hurut
b, meliputi :
. Jalan pemukiman;
b, Jalan poros Kelurshang dan / atou
¢. Sarana prasarana transportasi lainnya.
Pengadaan, pembangunan, pengecmbangan dan pemcliharaan sarana dan
prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) hurufc,
meliputi :

Mandi, cuci, kakus untuk umum / komunal;

Penyediaan air bersih;

Pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan / atau

a.
b.
c. Pembuatan WC sehat bagi masyarakat miskin;
d.
e. Sarana prasarana keschatan lainnya.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pendidikan dan kebudayaan schagaimana dimaksud dalam pasal
© uyal (2) huruf d, meliputi :

a. Taman bacaan masyarakat;
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b. Bangunan pendidikan anak usia dini;
¢. Wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan / atau
d. Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Pasal 8
Kepiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud
dalam P'asal 5 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan
kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan
swmber daya sendiri.
Kepiatan pemberdayaan masyarakal di Kelurahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yair @
a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat,
b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudaynan
. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, keeil, dan menengah;
d. I’engelolnan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
e. Pengelolaan kegiutan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan
masyarakat; dan / atau
t. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta
keyadian luar hissn lainoya.

Pasal 9

Peugelolaan kcgiatan pclayanan  keachatan magyaralat ocbaguaimana
dimoksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi :
a. Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
L. Keluarga berencana;
¢. Pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan / alau
d  Kegatan penpelolaan pelayanan keschalan masyarakat lalnnya.
Pengelolaan keglatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana
dimakaud dalam Pasal 8 ayat (2) hurul b, melipuli
a. Penyelenggaraan pelatihan kerja;
h  Penyelenpgaraan kursus seni budaya; dan / atau
c. Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, lecil, dan menengnh
schagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf ¢, meliputi :
a. Penyelenggaraan pelatihan usaha;
b. Pelatihan start up digital pemasaran produk usahag dan /[ alau
¢c. Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah

lainnya.
Pengeloluan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayal (2) hurul d, meliputi .

a. Peclatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan / atau
b. Keglatan pengelolaan lembaga kemasyarakalan lainnya.

Pengelolaan kegiatan kelentraman, ketertiban umum, dan perlindungan
masyarakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) hurul e,
melipatl

a. Penguatan dan / atau penyclenggaraan pos keamanan kelurahan;




(6)

(1)

(<)

(3)

(1)

(1)

(2)

10

b, Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan / ketertiban
Kelurahan; dan / atau

c. Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat lainnya.

Penguatan kesiopsiogaan masyarakat dalam menghadapi bencana scrta

icejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)

hurul [, mcliputi .

a. Penycediaan layanan informasi tentang bencanay

b. Pclatihan kesiapsiagaan masyarakal dalam menghadapi bencana;

¢, Pelatihan tenaga sukarclawan untuk pecnanganan bencana;

d. Kdukasi manajemen proteksi kebakaran; dan / atau

e. Penguatan kesiapsiapaan masyarakal yang lainnya.

Pasal 10
Penenluan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan don
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan schagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 dan Pasal 8 dilakukan melalui musyawarah  perencanaan
pembangunan Kelurahan,
Dalam hal terdapatl penambahan dan /  artau perubahan kegialoo
pembangunun swune  dan prasarana  Kelurahan dan  pemberdayaan
masyarakat di Kelurnahan sebagaimuna dimaksud pada ayat (1), dilakukan
melalui muayawarah antarn Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan.
Musyawarah sebagnimana dimakeud pada ayal (2) dilaksanakan untuk
mendapatkan kesepakatnn penenfunn kegiotan tambahan dan / atau
perubahan,
Kesepukalan schagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk

herila acars.

Pasal 11
Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disusun dalam dokumen
perencanann daerah EOKLIAIT dengan kclentuan pcraturan
perundang-undangan.
I'claksanaan kecgiatan pembangunan sarana dan prasarnnn sebognimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan meclimpahkan kewenangan
Rupsati kepada Camat dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12
Berdasarkan dokumen perencanaan dacrah scbagaimansa dunaksud dalam
Pasal 8, Kecamatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan
sumber pendanaan masing-masing kegiatan,
Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disusun olech Camat atas usul Lurah selaku KPA sesuai dengan

ketentuan peraturan pcrundang-undangan.
Anggarun Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing
dituangkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran (ersendiri,
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BABV
PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 13

(1) Bupati menetapkan Lurah selaku KPA untuk melaksanakan keglatan
pembangunan  sarana  dan  prasarana Kelurahan dan  pemberdayaan
syt ulwl Jdi Keluruhwn.

(2) Lurah selaku KPA scbagaumana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pejabat
Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di Kelurahan.

(3) Bupati menetapkan Bendahara Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan
Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui BUD,

(4) Dalam hal di Kelurahan belum tersedia aparatur schagimana dimaksud
pada ayal (1) sampai dengan ayat (3), Bupati dapat menetapkan pejabat lain
yang mementuhi persyaratan sesuai dengan pcraturan
perundang-undangan.

Fasal 14

Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) bertugas :

a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan
oleh Bendahara Pengeluaran Pembuanlu dan dikelahui/diselujui oleh PPTK;

b. Menclili kelengkapan SPP-TU yang digjukan oleh Bendahara Pengeluaran

Pembantu;

Mclakukan verifikasi SPP;

d. Menywpkun SPM; dun

e. Melakukan verilikasi harian atas penerimaan.

5

Pasal 15
Pelaksanaan anpearan unluk kegrialan pembangunan saranag dan prasarana
lokal Kclurahan dan pemberdayaan masyarakal di Kelurahan melibatkan
kelompok masyarakat dan / atau organisasi Kemasyarakatan,

Pasal 16
Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan dan pemberdaynan masyarakat di kelurahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaaan

harang dan jasa.

BAB VI
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 17
(1) Penatausahaon kegialun pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
dan pemberdayaan masyarakat di kelurshan menggunakan mekanisme
tambahan uang dan mekanisme langsung sesuai dengan  kelenluan
peraturan perundang-undangan,

(?) Pelaporan kenanpgan  kepialan pembanpunan sarana  dan prasarana

kelurahan dan pemnberdayaan masyarakal di kelurahan dilaksanakan olch
kecamatan sclaku entitas akuntansi.




(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

()

(7)

(8)
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Pengakuan belanja dan beban alas anggaran kegialan pembangunan
saranan dan prasarana kelurahan dan pemberdayoan masyarakal di
kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan
laporan pertanggungjawaban fungsional.

Sisa anggaran kegiatan pembangunan saranan dan prasaranan kelwahan
dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, yang berada di REKUD
maupun rekening kelurahan menjadi SILPA yang akan diperhilungkan
pada alokasi untuk kegialan lahun anggaran selanjutnya.

Pasal 18
Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan schbagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dalam melaksanakan
pertanggungjawaban kegiatan pembangunan saranan dan  prasarana
kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan mempunyai tugas
melnkukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan
oleh bendahara pengeluaran pembantu kepada KPA.
Verilikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a.Meneliti  kelengkapan  dokumen laporan  pertanggungjawaban  dan
keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
b.Meguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang
tercanium dalam ringkasan per rincian objek,
c. Menghitung pengenaan pajak pertambahan nilai/pajak penghuasilun atas
beban pengeluaran per rincian objek; dan
d.Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan
periode sebelumnya.
Pertunggungjawaban kepgiatan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dan
ayat (2) disampaikan kepada Pengguna Anggaran seliap bulannya.
Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana keluraan dan [emberdayaan masyarakat di kelurahan yang
bersumber dari APBD scbhagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayal (1)
disampaikan kepada camat dan BUD setiap semester.
Format laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
lnmpiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan
Bupati ini.
Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
untuk :
a. Semester | disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
b.Semester Il disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari
Lurah menyampaian laporan pelaksanaan kegialan pembangunan saranan
dan prasarana kclurahan dan pemberdaynan masyurokol di kelurahan

kepada Bupati melalui Camat.

Bupali menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana
dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
kepada Menteri melalui Gubernur Provinsi Kalimantan Sclatan sebagai

Wakil Pemerintah Pusal.
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BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19
Bupati mclakukan pembinaan don pengawasan terhadap kegiatan
pembangunan  sarana dan prasarana  kelurahan  dan pemberdayaan
masyarakal di Kelurahan.,
Dalam mclakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati dapal melimpahkan
kewenangannya kepada Camat.
Pengawasan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya
dibantu oleh Inspektorat Kab. HSU,
Pembinaan dan pengawasan olch Camat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dilakukan
dalam bentuk fasililas, konsultasi, pendidikan dan pelatihan secrta
penelition dan pengembangan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pembinaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapal dilakukan oleh
Pemerintah DPusat dan Gubernur Kalimantan Selatan scbagai Wakil
Pemerintah Pusal.
Pengawasan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilakukan
dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, dun pemeriksaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangpal diundangkan dan berlaku
surut sejak tanggal 1 Januari 2020,

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraluran
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kuabupulen Hulu
Sungai Utara,

Ditetapkan di Amunlai
pada tanggal [§ Juni 2020

BUPATI U SUNGAI UTARA,
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Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 1€ Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

...
MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAT UTARA
TAHUN 2020 NOMOR 25.




